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Abstrak

Kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam tata kelola kelurahan melalui pelatihan
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Permasalahan mitra umumnya meliputi pembagian tugas yang belum
berbasis kompetensi, koordinasi lintas fungsi yang kurang efektif, lemahnya disiplin dan standar kinerja, serta
minimnya mekanisme umpan balik dan pembinaan. Program dilaksanakan melalui asesmen kebutuhan, pelatihan
inti (kepemimpinan pelayanan publik, komunikasi, pembagian kerja, KPI sederhana, coaching), penyusunan
perangkat tata kelola MSDM (jobdesk, SOP koordinasi, matriks kompetensi, format evaluasi kinerja), serta
pendampingan implementasi. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan manajerial peserta,
tersusunnya dokumen tata kelola MSDM kelurahan, dan adanya rencana tindak lanjut perbaikan kinerja layanan.

Kata kunci: Kapasitas Kepemimpinan, Tata Kelola, Kelurahan, Sumber Daya Manusia

Abstract

This Community Service Program (PKM) activity aims to improve leadership capacity in village governance
through Human Resource Management (HRM) training. Partners' problems generally include non-competency-
based task allocation, ineffective cross-functional coordination, weak discipline and performance standards, and
minimal feedback and coaching mechanisms. The program is implemented through needs assessments, core
training (public service leadership, communication, division of labor, simple KPIs, coaching), preparation of HRM
governance tools (job desks, coordination SOPs, competency matrices, performance evaluation formats), and
implementation assistance. Results show an increase in participants' understanding and managerial skills, the
preparation of HRM governance documents for villages, and the existence of follow-up plans for improving service
performance.

Keywords: Efficiency of Administrative Processes, Village, Management System, Integrated Documents

PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan
masyarakat setiap hari. Karena posisinya yang strategis, kualitas layanan kelurahan sangat ditentukan
oleh kemampuan aparatur dalam mengelola pekerjaan secara efektif, membangun koordinasi internal,
serta menjaga konsistensi pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, keberhasilan pelayanan publik tidak
hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga kualitas kepemimpinan dan tata kelola
yang dijalankan.

Dalam konteks tata kelola kelurahan, penguatan kapasitas kepemimpinan menjadi kebutuhan yang
mendesak. Kepemimpinan yang baik semestinya mampu memastikan pembagian peran yang jelas,
mengarahkan pelaksanaan program layanan, mengontrol standar kerja, serta membina perubahan
perilaku agar aparat mampu bekerja sesuai arah dan target yang ditetapkan. Namun, pada praktiknya,
implementasi kepemimpinan tersebut sering belum berjalan optimal karena belum didukung oleh
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terstruktur.

Selain faktor kepemimpinan, pengelolaan SDM juga kerap menjadi masalah utama. Salah satu
persoalan yang sering muncul adalah pembagian tugas yang belum berbasis kompetensi, sehingga
pekerjaan tidak selalu dikerjakan oleh pihak yang paling sesuai kemampuan dan kapasitasnya.
Dampaknya dapat terlihat pada ketidakefisienan proses kerja, munculnya tumpang tindih tugas, serta
berkurangnya kejelasan tanggung jawab dalam menangani layanan masyarakat.

Koordinasi lintas fungsi yang kurang efektif juga menjadi tantangan yang memengaruhi kualitas
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layanan. Tanpa mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terencana—misalnya rapat singkat, alur
briefing, dan tindak lanjut yang jelas—informasi terkait prioritas layanan tidak selalu tersampaikan
dengan baik. Akibatnya, respons terhadap keluhan masyarakat bisa terlambat, penanganan masalah
kurang terarah, dan standar pelayanan menjadi tidak konsisten dari waktu ke waktu.

Permasalahan lain yang sering terlihat adalah lemahnya disiplin serta standar kinerja yang belum
terukur. Ketika target kinerja tidak ditetapkan secara sederhana namun operasional, aparat cenderung
bekerja tanpa indikator yang jelas untuk menilai kemajuan, sehingga proses evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan sulit dilakukan. Kondisi ini juga dapat menurunkan akuntabilitas, karena ukuran
keberhasilan tidak berjalan sebagai dasar pembinaan kinerja.

Di sisi lain, kelurahan juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang relatif tinggi.
Aparatur sering harus menangani layanan harian sekaligus berbagai tugas administrasi, sehingga waktu
untuk peningkatan kapasitas dan penyusunan perangkat kerja menjadi terbatas. Ditambah lagi, variasi
kemampuan digital atau administratif dapat memengaruhi kemampuan aparatur dalam menerapkan
format kerja modern yang lebih tertib dan terstandar.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan program penguatan kapasitas kepemimpinan tata
kelurahan yang sekaligus memberikan perangkat SDM yang dapat diterapkan langsung. Pelatihan yang
relevan perlu menekankan keterampilan kepemimpinan pelayanan publik, komunikasi efektif, delegasi,
manajemen konflik, coaching, serta evaluasi Kinerja. Lebih jauh, kelurahan juga membutuhkan
instrumen tata kelola yang sederhana tetapi operasional, seperti jobdesk, SOP koordinasi, matriks
kompetensi, dan KPI layanan yang mudah dimonitor.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi
pendekatan yang tepat karena tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga menghasilkan
perangkat tata kelola yang siap digunakan. Melalui asesmen kebutuhan, workshop penyusunan
perangkat MSDM, hingga pendampingan implementasi, diharapkan terjadi perubahan perilaku kerja
dan peningkatan kualitas layanan. Pada akhirnya, tata kelola yang lebih tertib, koordinasi yang rapi,
serta kinerja yang terukur akan mendukung peningkatan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat
kelurahan.

LANDASAN TEORI

Kajian pustaka dalam kegiatan ini berangkat dari gagasan bahwa kualitas tata kelola kelurahan tidak
hanya ditentukan oleh ketersediaan program, tetapi juga oleh kapasitas kepemimpinan aparatur dan
kemampuan organisasi mengelola SDM secara sistematis. Kelurahan sebagai unit layanan publik
menghadapi tuntutan layanan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Karena itu, praktik tata kelola perlu
diarahkan pada penguatan kepemimpinan yang mampu mengarahkan, mengoordinasikan, serta
memastikan seluruh proses kerja berjalan sesuai standar dan tujuan pelayanan. Dalam konteks
organisasi sektor publik, kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menciptakan budaya kerja dan
komitmen layanan.

Teori kepemimpinan juga menekankan bahwa pemimpin tidak sekadar memberi instruksi, melainkan
menjalankan fungsi manajerial melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan
kinerja. Northouse (2021) menegaskan bahwa teori kepemimpinan menguraikan kemampuan
pemimpin dalam memengaruhi perilaku anggota organisasi menuju pencapaian tujuan. Dalam
pengelolaan kelurahan, kemampuan pemimpin untuk menetapkan prioritas, membangun koordinasi,
serta membina kerja tim akan berpengaruh langsung pada kualitas layanan. Dengan kata lain,
kapasitas kepemimpinan relevan untuk menjembatani kebutuhan layanan yang kompleks dengan
keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Selain aspek kepemimpinan, literatur Manajemen SDM menekankan bahwa pengelolaan kinerja perlu
dilakukan melalui sistem yang jelas dan terencana. Dessler (2020) menggarisbawahi bahwa praktik
SDM seperti penetapan peran, pembinaan, serta evaluasi kinerja menjadi fondasi agar organisasi
mampu mencapai tujuan. Armstrong (2020) juga menjelaskan pentingnya praktik pengelolaan SDM
sebagai “alat” manajemen untuk memastikan kompetensi, penempatan tugas, dan pengembangan
kinerja berjalan konsisten. Melalui pendekatan ini, kelurahan membutuhkan perangkat tata kelola
yang sederhana namun operasional, misalnya jobdesk, SOP koordinasi, serta mekanisme evaluasi
kinerja.

Dalam pengelolaan kinerja, kajian pustaka juga beririsan dengan teori performance management.
Aguinis (2019) menyatakan bahwa manajemen kinerja merupakan proses berkelanjutan untuk
menyelaraskan tujuan organisasi, menetapkan ekspektasi, serta menyediakan umpan balik. Konsep ini
relevan untuk mengatasi persoalan disiplin dan standar kinerja yang lemah, karena organisasi
membutuhkan indikator yang dapat dimonitor. Lebih lanjut, Kaplan dan Norton (1996) melalui
Balanced Scorecard menunjukkan bahwa pengukuran kinerja membantu organisasi menjaga fokus
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pada tujuan strategis dan menerjemahkannya ke dalam indikator yang terukur. Walaupun skala
indikator dapat disesuaikan untuk kelurahan, prinsip pengukuran dan pemantauan tetap menjadi dasar
penting.

Kepemimpinan yang efektif juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan komunikasi dan pembinaan.
Grant (2017) menjelaskan bahwa coaching merupakan pendekatan pembelajaran di tempat kerja yang
membantu individu meningkatkan kinerja melalui proses umpan balik dan refleksi. Dalam organisasi
layanan, coaching dapat dipahami sebagai strategi pimpinan untuk membina disiplin kerja,
memperbaiki cara kerja, serta membantu staf mencapai standar layanan yang diharapkan. Oleh karena
itu, pelatihan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga melatih pemimpin untuk
mempraktikkan coaching sederhana dan umpan balik berkala di lingkungan kerja.

Terakhir, literatur perubahan organisasi menekankan bahwa perbaikan tata kelola membutuhkan
pendekatan yang mempertimbangkan resistensi serta kebiasaan kerja. Kotter (2012) menekankan
pentingnya kepemimpinan dalam menggerakkan perubahan melalui tahapan yang terstruktur agar
proses adopsi berjalan nyata, bukan berhenti pada pemahaman. Pada kelurahan, perubahan dapat
dimulai dari hal-hal yang paling memungkinkan diterapkan segera, seperti penerapan briefing rutin,
pembagian peran berbasis kompetensi (misalnya melalui matriks kompetensi), serta penerapan SOP
koordinasi dan KPI sederhana untuk memudahkan monitoring. Dengan demikian, kajian pustaka
mendukung desain program pelatihan MSDM vyang terintegrasi: penguatan kepemimpinan,
penyusunan perangkat tata kelola, serta pendampingan implementasi untuk memastikan perubahan
perilaku kerja benar-benar terjadi..

METODE

Metode penelitian pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan
program berbasis kebutuhan dan praktik, dengan tahapan utama meliputi koordinasi, asesmen
kebutuhan, pelaksanaan pelatihan, workshop penyusunan perangkat MSDM, pendampingan
implementasi, serta evaluasi. Tahap koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi antara tim
pelaksana dan pihak mitra, sekaligus menetapkan ruang lingkup kegiatan dan pihak yang terlibat.
Selanjutnya, asesmen kebutuhan dilakukan melalui wawancara, kuesioner singkat, dan observasi alur
layanan untuk memetakan masalah utama tata kelola kelurahan, terutama terkait pembagian tugas
yang belum berbasis kompetensi, koordinasi lintas fungsi, disiplin serta standar kinerja, dan minimnya
mekanisme umpan balik serta pembinaan.

Pelatihan kemudian dirancang melalui metode ceramah interaktif, studi kasus kelurahan, role-play,
dan kerja kelompok untuk menumbuhkan pemahaman sekaligus keterampilan kepemimpinan
pelayanan publik dan pengelolaan SDM secara praktis. Setelah sesi materi, kegiatan berlanjut dengan
workshop penyusunan perangkat MSDM sederhana yang dapat langsung diterapkan, seperti jobdesk,
RACI, SOP koordinasi internal, serta KPI sederhana dan format evaluasi kinerja. Pendampingan
implementasi dilakukan melalui uji coba mekanisme kerja (misalnya briefing mingguan), penerapan
KPI, dan coaching singkat sesuai kebutuhan. Terakhir, evaluasi dilakukan menggunakan instrumen
pre-test/post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman, penilaian praktik, kuesioner kepuasan
peserta, audit/cek kelengkapan dokumen yang dihasilkan, serta penelusuran rencana tindak lanjut agar
perubahan perilaku kerja dan peningkatan kualitas layanan dapat dimonitor secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa pelatihan Manajemen Sumber
Daya Manusia (MSDM) yang disertai workshop dan pendampingan implementasi menunjukkan adanya
perbaikan kapasitas kepemimpinan tata kelurahan. Kegiatan ini dirancang untuk menanggapi kebutuhan
mitra yang umumnya mengalami persoalan pembagian tugas yang belum berbasis kompetensi,
koordinasi internal yang kurang efektif, serta lemahnya disiplin dan standar kinerja. Melalui pendekatan
pelatihan yang aplikatif, peserta diarahkan tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu
menerjemahkannya ke dalam perangkat kerja yang nyata di lingkungan kelurahan. Dengan demikian,
hasil program tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek operasional
tata kelola.

Secara khusus, hasil pelatihan memperlihatkan peningkatan pemahaman dan keterampilan manajerial
peserta dalam menjalankan peran kepemimpinan pelayanan publik. Materi yang mencakup
kepemimpinan pelayanan publik, komunikasi efektif, delegasi, manajemen konflik, coaching dan
feedback, serta evaluasi kinerja menjadi dasar bagi peserta untuk memperbaiki cara mereka
mengarahkan staf. Berdasarkan mekanisme evaluasi yang mencakup pre-test dan post-test, capaian
pemahaman peserta setelah pelatihan mengalami peningkatan (target keberhasilan disusun melalui
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perbandingan nilai post-test terhadap pre-test). Selain itu, peningkatan ini juga terlihat dari kemampuan
peserta ketika mengikuti simulasi atau praktik, terutama dalam hal menyusun rencana tindakan kerja
yang lebih terarah.

Pada aspek tata kelola berbasis MSDM, kegiatan menghasilkan perangkat kerja yang dapat langsung
digunakan oleh kelurahan. Output yang disusun mencakup jobdesk dan pembagian peran (dengan
pendekatan RACI) untuk proses layanan utama, SOP koordinasi internal dan mekanisme briefing,
matriks kompetensi serta kebutuhan pengembangan, KPI sederhana layanan, hingga format evaluasi
kinerja periodik. Penyusunan perangkat ini menjadi bagian penting dalam pembahasan karena
perangkat tersebut menjawab akar masalah mitra: tugas yang sebelumnya tidak jelas dan tidak berbasis
kompetensi dapat diatur melalui jobdesk yang ringkas dan RACI yang memberi kejelasan tanggung
jawab, sementara koordinasi lebih tertib melalui SOP dan jadwal briefing.

Selanjutnya, hasil pendampingan implementasi menunjukkan bahwa peserta mampu menghidupkan
mekanisme koordinasi dan pemantauan kinerja secara lebih rutin. Kegiatan pendampingan dilakukan
melalui uji coba briefing (misalnya mingguan), penerapan KPI dalam monitoring singkat, serta
coaching yang disesuaikan dengan hambatan lapangan. Hal ini selaras dengan indikator keberhasilan
yang menekankan berjalannya briefing koordinasi secara rutin selama masa pendampingan (misalnya
minimal beberapa kali). Dalam pembahasan, temuan ini penting karena disiplin kerja dan standar
kinerja yang sebelumnya lemah umumnya tidak hanya terkait motivasi, tetapi juga ketiadaan
mekanisme kontrol yang konsisten; program ini menyediakan mekanisme tersebut dalam bentuk format
dan ritme kerja yang jelas.

Dari sisi perilaku kerja, program mendorong terjadinya perubahan menuju pola kerja yang lebih
akuntabel. Melalui latihan coaching dan feedback, peserta dilatih untuk membina kedisiplinan staf
dengan cara yang lebih terstruktur, misalnya melalui pembahasan kendala, penetapan langkah korektif,
dan evaluasi tindak lanjut. Selain itu, penguatan komunikasi dalam bentuk notulen dan tindak lanjut
juga memperkecil kesenjangan informasi antar unit. Dalam pembahasan, perubahan perilaku ini tampak
sebagai pergeseran dari pola kerja reaktif menjadi lebih terencana, karena setiap proses layanan
memiliki indikator, alur koordinasi, dan rencana perbaikan yang bisa dipantau.

Dampak pada kualitas layanan publik tampak melalui meningkatnya konsistensi proses kerja dan
kecepatan penanganan layanan. Penyusunan KPI sederhana—seperti waktu penyelesaian layanan,
capaian penyelesaian, dan jumlah/jenis keluhan—membuat pengelolaan kinerja tidak lagi bersifat
asumtif, tetapi berbasis data. Dengan KPI yang mudah dipantau, kelurahan dapat melakukan evaluasi
periodik bulanan atau triwulan secara lebih realistis meskipun sumber daya terbatas. Hal ini juga
menjadi pembahasan penting karena pendekatan KPI sederhana membantu mengatasi resistensi
terhadap perubahan: perangkat yang terlalu kompleks sering sulit dijalankan, sedangkan KPI yang
praktis lebih mudah diadopsi.

Mengenai kendala, kegiatan mengidentifikasi masalah yang umum di lingkungan kelurahan, yaitu
keterbatasan waktu aparatur karena layanan harian yang padat, variasi kemampuan digital/administratif,
serta resistensi perubahan akibat kebiasaan kerja lama. Namun, kendala tersebut dapat dikelola melalui
solusi yang diselaraskan dengan karakter kerja kelurahan: pelatihan berbasis kasus nyata dan output
dokumen siap pakai, SOP ringkas 1-2 halaman per proses, pendampingan singkat namun rutin,
penunjukan PIC tiap proses layanan, serta penggunaan KPI sederhana agar monitoring tidak
membebani aparatur. Dalam pembahasan, strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
sangat dipengaruhi oleh desain output yang kompatibel dengan kapasitas dan kondisi lapangan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan menghasilkan action plan 30-60-90 hari yang memandu keberlanjutan
perbaikan kinerja layanan. Rencana keberlanjutan juga mencakup penetapan PIC internal MSDM
(misalnya Seklur sebagai koordinator), review KPI dan evaluasi kinerja periodik, program coaching
internal untuk staf baru, serta penyempurnaan SOP berdasarkan data keluhan dan waktu layanan.
Dengan demikian, pembahasan kegiatan menegaskan bahwa pelatihan MSDM yang disertai workshop
dan pendampingan mampu menjadi Kkatalis perubahan tata kelola: penguatan kepemimpinan dan
perangkat SDM yang operasional berjalan bersamaan sehingga koordinasi, disiplin kerja, dan
akuntabilitas meningkat, yang pada akhirnya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan tata kelurahan. Peserta
memperoleh pemahaman dan keterampilan manajerial yang lebih baik, khususnya dalam menjalankan
peran kepemimpinan pelayanan publik, memperkuat komunikasi kerja, mendelegasikan tugas, serta
melakukan coaching dan evaluasi kinerja. Dampak ini terlihat dari peningkatan hasil evaluasi (pre-test
dan post-test) dan kemampuan peserta dalam merumuskan rencana tindak lanjut perbaikan kinerja
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layanan.

Selain penguatan kapasitas individu, program juga menghasilkan perangkat tata kelola MSDM yang
dapat langsung diimplementasikan di kelurahan, seperti jobdesk/pembagian peran berbasis kompetensi,
SOP koordinasi, mekanisme briefing, serta KPI sederhana untuk monitoring kinerja. Melalui
pendampingan implementasi, kelurahan menunjukkan adanya perubahan pola kerja yang lebih terarah,
disiplin, dan akuntabel. Dengan demikian, pelatihan MSDM tidak hanya meningkatkan pemahaman
peserta, tetapi juga memperkuat tata kelola internal yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan
kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
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